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.KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS
IBUKOTA JAKARTA·

. NOMOR 770/2010

TENTANG·

PENCAIRAN DANA BERGULIR KEPADA UNITPENGELOLADANABERGULIR
PEMBERDAYMN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

. TAHUN ANGGARAN2010.·

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA E$A

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
,

Menimbang

Mengingat

. .' . .. .' '. '" .

. a.bahwa berdasarkanPeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
· AnggaranPendapatan dan BelanjaDa,erah (APBD)Tahun Anggaran
2010telah dialokasikananggaran Dana Bergulir Unit Pengelola Dana.
Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;

b. .bahwa berdasarkan. pertim~angan .. sebagaimana .. dimaksud· pada .
huruf adan untuk tertib administrasi pengelolaah Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Keputusan GUbemurtentangPencairan. Dana

· Bergulir Kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi
·Masyarakat Keluratian Tahun Anggaran 2010; .

..' .

1.... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;. , . .

2. Undang-Undang· NomoI' 1 Tahun· 2004 tentang Perbendaharaan ..
Negara;

3. .Uridang-Undahg Nomor··1 o Tahun 2004 tehtang· Pembentukan .
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang NomoI' 15 Tahun2004 tentimg. Penieriksaan,
pengelolaan dan Tariggung Jawab Keuangah Negata;·

5. Undang-Undang . NomoI' 32 Tahun 2004. tentang .Pemerintahan .
Daerah sebagaimaria tetah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2008;

6, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. tentang P~merintahan
Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta sebagai Ibukotil Negara
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7; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perigelolaan
Keuangan Daerah;' . .

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang'
· pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sabagaimana telah diubah
· dangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5.9Tahun 2007;

9; .' Peraturan Daerah' Nomor .5 Tahun ·2007 tentang Pokok-pokok'"
PengalolaanKeuanganDaerah;, .

10." Peraturan· Daerah . Nomor ·10 Tahun' 2008 tentang Organisasi'
. Perangkat Daerah; .

11, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Beli:mja Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota
Jakarta Tahu/J Anggaran2010; . .. .

12.Peraturan GUbemur Ncimor 96 Tahun 2008 tentangPengelolaan .
.Dana Bergulir Pemberdayaan Ekdnomi MasyarakElt Kelurahan;

13.PeraturanGubernur .Nomor 100 Tahuri 2008 tentang Pembentukan
Organlsasi dan·' Tata '. Kerja Unit'Pengelola' Dana.' Bergulir
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;·

14. Peraturan Gubernur NQmor 130 Tahun2008 te/Jlang Tata Cara
Pelaksanaari Anggaran' Pendapatandari 6elanja. Daerah Provinsi .
DaerahKhususlbukota Jakarta sebagalmana telah dlubah dengan
Peraturan Gubermjr Nomor 174 Tahun 2009; .

15. Peraturan .Gubemui" Nomor' 4. TahLJn .2009 tentang.· Penjabaran
· Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah
· Khu5US Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010; .

1.6.' KeputusanGubernur Nomor 1875/2008 tentang·. Penetapan Unit
Pengelola Dana Bergulir Perriberdayaan Ekonomi·. Masyarakat

· Kelurahan sebagai Unit Ke~a Perangkat' Daerah yang Menerapkan
Pola Pengel61aan Keuangan Badan LayananUmum Daerah(PPK-
BLUO) Secara Bertahap;' ..

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN DANA BERGULIR
KEPADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010. . .

Mencairkan. Dana Bergulir sebesar Rp 127.000.000.000..00 (seratus dua
puluh tlijuh miliar rupiah) kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdaya1m
Masyarakat Ekonomi Masyarakat Keh,Jrahan TahunAnggaran 201.0.

Dana sebagaimana dimakslidpada diktum KESATU. digun'akan secara
bergulir Uritukkegiatan Pemberdayaah Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

Kepala Badan PengelolaKeuanganDaerah selaku Pengguna Anggaran
dan .Bendahara .Pengeluaran Dana Bergullr memproses' .administrasi
pencairan .anggaran Dana' Bergulir sebagaimana dlmaksud pada diktum
KESATU . sampai' diterima oleh Unit· Pengelola· Dana. Bergulir
Pemberdayaa.n Ekonomi Masyarakat Kelurahan..

.'
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Penggima dan Pengeridalian KeuanganDanaBergulir sebagaimana
dimaksud pada dil-1um'KESATU.sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kelurahan. '

Kepala Dinas Koperasi. Usaha Mikro, ,Keeil dan, Menengah dan
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta berkewajiban, untuk ,membina,
mengawasidan mengendalikari pelaksanaan, ,Dana, Bergulir sebagaimana
dimaksud padadiktumKESATU, pada UnilPengelola Dana Bergulir
P~mberdayaan Ekonomi Masyarakat' Kelurahim ,dan melaporkannya
kepada Gubemur.

Keputusan Gubemur inimulai berlaku pada tanggal dite,tapkan.

Ditetapkan dl Jakarta
pada tanggal 27, Apri] ,2010

,

1. Wakil Gubernur Provinsi DKIJakarta
2. Sekretaris Daerah Provirisl DKI Jakarta " ' "
3, Asisten Perekonomiandan Administrasi Sekda Provin,si DKI Jakilrta

'4. Asisten Kesejilhterilan MasYilrakiltSekda Provinsi DKIJakarta '
5, Inspektur Provinsi DKI Jakarta ' ,

,6. Kepala Badiln Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, '
7. Kepala Badan Pereneahaari Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta'
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyar-akat dan Perempuan

dan KeluargaBereneana Provinsi DKI J,akarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta .

10. Bupali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11., ,Kepala Dinas Koperasi,Usaha Mikro" Ketil dan Menengah '

dan Perdagangan Provinsi ,OKI Jakarta'
12. Kepala Biro Perekonomian Setda ProvinsiDKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiDKI Jak<:lrta
14. Direksi PT Bank DKI


